
Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR: 40 TAHUN: 2004 SERI : D NOMOR :13 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 29 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan 
Keputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
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Mengingat 

132 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka 
perfu penyesuaian kefembagaan; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, 
maka semua peraturan-peraturan yang 
mengatur mengenai Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga T eknis Daerah dan 
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah 
Tingkat II Kebumen tentang Pembentukan 
Sadan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut 
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah untuk mengaturnya. 

1. ndang-undang Nomor 13 T ahun 1950 
entang Pembentukan Daerah-daerah 
abupaten dafam lingkungan Propinsi Jawa 
engah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 
ahun 1950 tentang Penetapan Mulai 
erlakunya Undang-undang Nomor 13 
ahun 1950; 

2. ndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
entang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
egara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
embaran Negara Nomor 3839); 
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3848 ); 

4. Peraturan Pemeriritah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewen&ngan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tarnbahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nornor 202, 
Tar:nbahan L~,nbaran Negara Nomor 4022); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
· tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara T ahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4262) ; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sip ii (Lembaran Negara T ahun 2003 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Norrior 4263) ; 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70 ); 
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9. Ke utusan Menteri Dal am Negeri Nomor : 
13 -67 Tahun 2002 tentang Pengakuan 
Ke enangan Kabupaten dan Kata; 

10. Ke utusan Bersama Menteri 
Pe dayagunaan Aparatur Negara dan 
Me teri Dalam Negeri Nomor 
01 ~ KB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Ta un 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pe aturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
ten ang Pedoman Organisasi Perangkat 
Dat3rah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Talhun 2003 tentang Wewenang 
Pe gangkatan, Pemindahan dan 
Pe berhentian Pegawai Negeri Sipil; 

utusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Da rah Kabupaten Kebumen Nomor : 
75 KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan 
Ta a Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Da rah Kabupaten Kebumen . 

D ngan persetujuan 

DEWAN PERWAKI AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATU 
TENTAN 
TATA K 
DAN 
KABUPA 

N DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 

RJA DINAS KELUARGA BERENCANA 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

EN KEBUMEN. 
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SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan.Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen; 
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
4. Bupati adalah Bupati Kebumen; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 
8. Dinas Keluarga Ber~ncana dan Pemberdayaan Masyarakat 

adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kabupaten Kebumen; 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen; 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat 
Kabupaten Kebumen; 

11 . Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen; 

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai 
Negeri Sipil di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Masyarakat yang diberi hak dan wewenang 
secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang 
keahliannya masing-masing; 

13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen . 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 
Pasal2 

Dengan Peraturan Daera ini dibentuk : 

st Organisasi ,:fan Tata arja Dinas Ke!uarga Berencana dan 

Pemberc!ayaan Mas arakat Kabupaten Kebumen; 

b. Organi~asi dan Tata K rja Unit Pelaksana T eknis Dinas Keluarga 

Gerencana dan Pemb rdayaan Masyarak8t, yang terdiri dari : 
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1. Unit Pe!aksana Teknis Dlnas Keluarga Berencana dan 

Pamberdayaan N asyarakat Kecamatan Ayah; 

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan I asyarakat Kecamatan Buayan; 

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan ~ asyarakat l<ecamatan Puring; 

4. Unit Peiaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan asyarakat Kecamatan Petanahan; 

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan asyarakat Kecamatan Klirong; 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Ke!uarga Berencana dan 
Pemberdayaan asyarakat Kecamatan Buluspesantren; 

7. Unit Pelaksana Teknis Oinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan I asyarakat Kecamatan Ambal; 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pamberdayaan asyarakat Kecamatan Mirit; 

9. Unit Pe!aksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan 1asyarakat Kecamatan Bonorowo; 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan asyarakat Kecamatan Prembun; 
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11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padureso; 

12. Unit Pe!aksana Teknis Dinas Ke!uarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kutowinangun; 

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Afian: 

14. Unit Pel2ks&na ..,.. ' . : er<:rns Ginas r<:eiuarga Bernncana dan 
Pemberdayaan tvlasyarakat Ke-camatan Pcncowarno; 

15. Unit Pelaksar.a Teknis Dinas Keiuarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat KeC"amatan Keburnen; 

16. Unit Pelaksana Teknis D:nas f l ,eiuarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pejagoan: 

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sruweng; 

18. Unit Pelaksana Tel<nis rnnas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Adimulyo; 

19. Unit Pelaksana Teknis rnnas Ke!uarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kuwarasan; 

20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencan.a dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rowokele; 

21 . Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Beren can a dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sempor; 

22. Unit Pelaksana Teknis Oinas Keluarga i3erencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kec-amatan Gombong· 

23. Unit Pelaksana Teknis rnnas Keluarga Serer.cam~ dan 
Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanganyar; 

24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karanggayam; 

25. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Karangsambung; 
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26. Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan asyarakat Kecamatan Sadang. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) Dinas Keluarga Ber ncana dan Pemberdayaan Masyarakat 

merupakan unsur p laksana Pemerintah Daerah di bidang 

Keluarga Berencana ( 8) dan pemberdayaan masyarakat. 

(2) Dinas Keluarga Ber . ncana dan Pemberdayaan Masyarakat 

dipimpin oleh seoran Kepala Dinas yang dalam rnelaksanakan 

tugasnya berada di awah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekret ris Daerah. 

Bagian Kedua 

Tuga Pokok dan Fungsi 

Pasal4 

Dinas Keluarga Berenc na dan Pemberdayaan Masyarakat 

Kabupaten Kebumen m mpunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan Otonomi Da rah di bidang Keluarga Berencana (KB) 

dan pemberdayaan masya akat. 
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Pasal5 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan 
Daerah ini, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan 

dan pembinaan dalam bidang keluarga berencana dan 
pemberdayaan masyarakat; 

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan dalam bidang 
keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat; 

c. pelaksanaan perumusan bahan advokasi, Komunikasi, 
lnformasi dan Edukasi ( KIE ) dan konseling dalam 
pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat; 

d. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat 
dan keluarga berencana ; 

e. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibid_ang pemberdayaan masyarakat; 

f. pelaksanaan penyediaan data dan informasi program, 
perencanaan, evaluasi serta penilaian program Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat; 

g. pelaksanaan pengkoordinasian program Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Masyarakat. 

BABIV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Bagian Tata Usaha 
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c. Bidang Keluarga Berencana; 
d. Bidang Pemberd yaan Masyarakat; 
e. Bidang Kependu ukan; 
f. Bidang Ketahan n Masyarakat; 
g. Unit Pelaksana knis Dinas; 
h. Kelompok Jabat n Fungsional. 

t 2) Bagan Susunan O ganisasi Dinas Keluarga Berencana dan 
Pernberdayaan Ma yarakat sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peratur n Daerah ini dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan. 

Bagian Kedua 

Kepala Dinas 

Pasal7 

Kepala Dinas mempunya tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Ketiga 

agian Tata Usaha 

Pasal8 

(1) Bagian Tata Usah mempunyai tugas melaksanakan urusan 
ketatausahaan dl memberikan pelayanan teknis dan 
adrninistrasi di bi ang perencanaan, umum, kepegawaian, 
keuangan, evalu i dan pelaporan dalam Dinas Keluarga 
Berencana dan Pe berdayaan Masyarakat. 

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang 
dalam melaksana an tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab epada Kepala Dinas. 
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Pasal9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 
Peraturan Daerah ini , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan 
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; 

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
d. pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan, 

perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan; 
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal10 

(1) Bagian Tata Usaha m~mbawahi : 

a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagian Perencanaan. 

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) Pasal ini , dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. 

Pasal11 

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 
surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan 
rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, 
administrasi kepegawaian serta melaksanakan administrasi 
keuangan . 
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(2) Sub Bagian Per ncanaan mempunyai tugas melaksanakan 

urusan penyusun n rencana program kegiatan evaluasi dan 
pelapcran di !in kungan Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan M syarakat. 

Bagian Keempat 

ng Keluarga Berencana 

Pasal12 

(1) Bidang :<eiuarga erencana mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Di ,as Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
fvlasyara !.t:at di bid ng Keluarga Berencana. 

(21 Bidang Keluarga Berencana dipimpin o!eh seorang Kepala 
Bidang yang dala melaksanakan tugasnya berada di bawat, 
dan bertanggung j wab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 13 

Untuk melaksanaknn tugas sebagaimana dlmaksud Pasal 12 
P-8:at.uran D22rnh ini, . idang Keluarga Berencana mempunyai fungsl 

a. 

b. 

d. 

e. 
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pe!2ksan2a, ! pen i<.oordinasian dan perumusan rencana kerja 
:!ibld2ng l-<01u.::rga Berencana dan i<esehatan mproduksi; 
pe!aksanaan peng;koordinasian kegiatan advokasi, Komunikasi, 
inforrnasi dan Edukasi (KIE), pemberian jaminan pelayanan 
Ka!uarga Sere 1cana, peningkatan partisipasi pria, 
pendewasaan usi perkawinan dan kesehatan reproduksl; 
pelaksanaan fasil tasi, perr.binaan dan peningkatan kualitas 
peiayanan progr m Keluarga Berencana dan kesehatan 
reproduksi; 
pelaksanaan pen iapan bahan perumusan kebijakan teknis 
operasional pelay nan Keluarga Berencana mandiri ; 
pelaksanaan pen iapan kebutuhan, persediaan, penyimpanan 
dan distribusi oba dan alat kontrasepsi Keluarga Berencana; 
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f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 
kerja dan pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi: 

g. peiaksanaan inventarisasi permasalahan program Keluarga 
Berencana dan kesehatan reproduksi. 

Pasal 14 

(1) Bidang Keluarga Berencana membawahi : 
a. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; 
b. Seksi Kesehatan Reproduksi. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab i<epada 
Kepala Bidang Keluarga Berencana . 

. Pasal 15 

(1) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai 
tugas melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan 
pe1aksanaan kegiatar. advokasi, Komunikasi, lnformasi dan 
Edukasi (KIE), pemberian jaminan pelayanan Keluarga 
Berencana, penyiapan obat dan alat kontrasepsi, peningkatan 
partisipasi pria dan penanggulangan masalah kesehatan 
reprcduksi. 

(2) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan 
advokasi, Komunikasi, !nformasi dan Edukasi (KIE), kegiatan 
pendewasaan usia perkawinan, perlindungan hak-hak 
reproduksi di kalangan remaja melalui jalur keluarga, sekolah 
dan tempat lainnya serta pengembangan pusat konsultasi 
kesehatan reproduksi bagi remaja. 
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Bagian Kelima 

Bidang P mberdayaan Masyarakat 

Pasal 16 

(1) Bidang Pemberda aan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan seba ian tugas Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan M syarakat di bidang pemberdayaan 
masyarakat. 

(2) Bidang Pemberday an Masyarakat dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yan dalam melaksanakan tugasnya berada 
dibawah dan bertang ung jawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tu as sebagairnana dimaksud Pasal 16 
Peraturan Oaerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan perum san kebijakan program pemberdayaan 

ekonomi keluarga da masyarakat; 
b. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan 

ekonomi keluarga d n ekonomi masyarakat melalui kegiatan 
Usaha Peningkatan endapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), 
Usaha Ekonomi Des - Simpan Pinjam ( UED - SP ) dan 
Lumbung Pangan Ma yarakat Desa ( LPMD ) serta kelompok -
kelompok usaha lainn a; 

c. pelaksanaan pengem angan usaha kelompok melalui kegiatan 
kemitraan, permodalaf dan pemasaran hasil usaha; 

d. pelaksanaan standar elayakan usaha kelompok usaha ekonomi 
keluarga dan ekonomi masyarakat ; 

e. pelaksanaan perumu an kebijakan program penanggulangan 
kemiskinan ; 

f. pelaksanaan koordin si program dan evaluasi penanggulangan 
kemiskinan; 
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g. 

h. 

j. 
k. 

' .. 

pe!aksanaan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan 
bantuan pembangunan; 
pe!aksanaan perurnusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan 
perkreditan, produksi dan pemasaran: 
pelaksanaan perumusan dan kebijakan fasil itasi pelaksanaan 
usaha ekonorr!i keluart=Ja dan masyarakat; 
p6l2ksan2a11 iru entarisasi traaisi sosiai buday8 masyarakat; 
pe!aksanaaL pei"umusan ~ebijakan fasiiitasi pengernbangan 
tradisi sosial budaya masyarakat; 
p0iaksanac1n fasiiltasi pengembangan trad isi sosial budaya 
masyarakat. 

Pasal 18 

('1) Bidang Pemberdayaan Masyare.!<at membawahi : 
a. Seksi Pemberday~an Ekonomi Masyarakat; 
b. Seksi Sosial Budaya Masyarakat. 

(2) Masing-mas:ng Seksi sebagaimana dimaks1Jd ayat (1) Pasal ini 
dipimpir. oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
t'..1gasnya ber3da (~i bawal: dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 19 

( 1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas 
meiaksanakan penyediaan bahan rencana dan program kerja, 
pe!aksanaan, pe!ayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 

(2) Seksi Sosia! Budaya Masyarakat mempunyai tugas 
meiaksanakan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan 
motivasi tradisi sosial budaya. 
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agian Keenam 

ng Kependudukan 

Pasal20 

(1) Bidang Kependudu an mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dina · Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat di bida g kependudukan dan pemberdayaan 
perempuan. 

(2) Bidang Kependuduk n dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang dalam melak anakan tugasnya berada dibawah dan 
bertanggung jawab k pada Kepala Dinas. 

Pasal21 

Untuk melaksanakan t gas sebagaimana dimaksud Pasal 20 
Peraturan Daerah ini, Bid ng Kependudukan mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pe 1yiapan bahan rencana program 

kependudukan, pem erdayaan perempuan dan perlindungan 
anak; 

b. pelaksanaan peny apan rencana kebijakan operasional 
pengolahan data p rkembangan penduduk, keluarga serta 
pemberdayaan perennpuan dan perlindungan anak; 

c. pelaksanaan penyi · pan bahan promosi dan Komunikasi, 
lnformasi dan Edu asi (KIE), kegiatan pengo!ahan data 
kependudukan; 

d. pelaksanaan penyi pan bahan bimbingan dan pembinaan 
kegiatan kependud kan, data perkembangan penduduk, 
Keluarga Berenca a, pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 

e. pelaksanaan penyi pan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pengola an data perkembangan kependudukan, 
Keluarga Berenca pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 
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f. pelaksanaan penyiapan pendataan keluarga serta 
pemutakhiran data penduduk dan keluarga; 

g. pelaksanaan pengolahan dan penyebarluasan informasi hasil 
pendataan, pemutakhiran data penduduk dan keluarga; 

h. pelaksanaan pengolahan data dan penyebarluasan informasi, 
perkembangan data kependudukan. 

Pasal22 

(1) Bidang Kependudukan membawahi: 
a. Seksi Kependudukan dan Pengolahan Data Penduduk ; 
b. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan 
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Kependudukan. 

Pasal23 

(1) Seksi Kependudukan dan Pengolahan Data Penduduk 
mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bahan rencana 
dan program kegiatan kependudukan, bimbingan dan 
pembinaan bidang kependudukan serta pelaporan 
pemutakhiran data keluarga. 

(2) Seksi Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas 
melaksanakan penyediaan bahan rencana dan program, 
pelaporan, evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, 
pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi, 
pengembangan sistem perlindungan hukum hak-hak 
perempuan dan anak, koord inasi promosi dan Komunikasi, 
lnformasi dan Edukasi (KIE) dan pembinaan program 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
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Bagian Ketujuh 

Ketahanan Masyarakat 

Pasal24 

(1) Bidang Ketahana!1 1asyarakat mempunyai ~ugas me!aksanakar. 
sebagian tug3~ Dir s Keluarga Berencar.a dan PAmberday3ar 
Masyarakat di bida g ketahanan masyarakat. 

(2) Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepa!a 
Bidang yang dala me!aksanakan tugasnya berada dibawah 
dan bertanggung ja ab kepada Kepala Dinas. 

Pasal25 

Untuk melaksanakan •gas sebagaimana dimaksud Pasal 24 
Peraturan Daerah ini, B dang Ketahanan Masyarakat mempunyai 
fungsi: 
2. pelaksanaan pen ·iapan perumusan kebijakan fasilitasi 

peningkatan keler bagaan / institusi dan peran serta 
masyarakat di desa kelurahan; 

b. pelaksanaan fasilit"'si pengembangan kuantitas dan kuaiitas 
kelembagaan i inst tusi dan peran peran serta masyarakat di 
desa I kelurahan; 

c. pelaksanaan pembi aan dan penyiapan kader pembangunan 
di desa/kelurahan; 

d. pe!aksanaa11 peru usan kebijakan pendidikan dan pelatihan 
masyarakat; 

e. pelaksanaan pendid kan dan pelatihan masyarakat; 
f. pelaksanaan peru usan kebijakan fasilitasi, pengembar.gan 

desa; 
g. pelaksanaan perum san kebijakan, fasilitasi, peningkatan dan 

pemanfaatan sumb r daya alam; 
h. pelaksanaan pen iapan perumusan kebijakan, fasilitasi, 

peningkatan dan pemanfaatan prasarana desa dan 
pemanfaatan teknol , gi tepat guna; 
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1. pe1aksanaan penyiapan perumusan darn llre'mjakan peningkatan 
sumber daya manusia; 

J. pelaksarnaan evaluasi perl<embangar.i desa. 

Pasa126 

( 1} Bidang Ketahanan Masyarakat mem'bav11&.b ~ 
a. Seksi Pengembangan Desa; 
b. Ser~ Pengemhangan Peran Serui M:a-syarakat 

(2) Masi~g-n-l2s·ng Sek5j sebagai:-riana d]ma'ksud ayat {'1} Pasal ini, 
dipimpk1 ,o.!eh seorang Kepala Seks; y;;n_g ,dakun melaksa:iiakan 
tugasnya :;,erada dibawah dan be:rtanggun_g jawab i<.epada 
Kepala Kciahanan Masyarakat. 

'Pasal27 

(1) Seks4 Pengembangan Desa memptmyaii fugas m€iaksanakan 
kebij:akan fasilitasi, pengembangan desa, pe.r:kembangan desa 
dan pe.rnanfaatan sumber daya a."am,, peningkatan dan 
pemanfaata11 1eknologi tepat guna ( TTG )" serta pemhinaan 
prasarana desa. 

(2) Seksi Poogembangan Peran Serta Masyarakat mempunyal 
tugas mclaksanakan peningkatan :Jembaga kemasyarakatan 
peran serta masyarakat. penyiapoo dan pembinaan kader 
pembBn9unan serta pendkiikan dan p.elaooan masyarakat. 

Bagian Kedelapan 

Kelompok Jabatan Fungsi.onal 

Pasal28 

( 1) Kelompok Jabatan F ungsional teroi1r1 :darj sejumiah te.naga 
da!am jal!jang jabatan fungsionai yang :dipiirnpin oJeh seorang 
tenaga fungsiona! sen~or selaku kerua !ke:'lompok yang dalam 
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melaksanakan t gasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab k pada Kepala Dinas Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan asyarakat. 

(2) Kelompok Jabatan F ngsional dapat dibagi atas kelompok dan 
sub kelompok sesuai ebutuhan. 

(3) Jumlah jabatan fung ional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 
dan beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan per ndang-undangan yang berlaku. 

BABV 

KEDUDUKAN, UGAS POKOK DAN FUNGSI 

UNIT PELAKSANA TE NIS DINAS KELUARGA BERENCANA 

DAN PEMB RDAYAAN MASYARAKAT 

agian Pertama 

Kedudukan 

Pasal29 

(1) Unit Pelaksana Te~nis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan MasYjarakat mempunyai kedudukan sebagai 
pelaksana teknis ope asional sebagian tugas Dinas Keluarga 
Berencana dan Pem!Jerdayaan Masyarakat. 

(2) Unit Pelaksana Te nis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Mas arakat masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Uni Pelaksana Teknis Dinas yang dalam 
melaksanakan tugas ya berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Ke ala Dinas dan secara operasional 
dikoordinasikan oleh amat. 
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Bagian Kedua 

Tugas Pokok dan Fungsi 

Pasal30 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya. 

Pasal31 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 
Peraturan Daerah ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga 
Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pengelol~an ketatausahaan; 
b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis 

penyelenggaraan _kegiatan operasional kependudukan dan 
Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat dan 
pemberdayaan perempuan; 

c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan program kesehatan 
reproduksi; 

d. pelaksanaan pembinaan program Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat ; 

e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 
f. pelaksanaan pembinaan perekonomian masyarakat Desa I 

Kelurahan, produksi dan distribusi; 
g. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan lingkungan 

hidup; 
h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembangunan 

daerah di wilayahnya; 
i. pelaksanaan penyiapan dan pembinaan lembaga 

kemasyarakatan di desa / kelurahan; 
J. pelaksanaan inventarisasi dan mengolah potensi Desa / 

Kelurahan. 
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unan Organisasi 

Pasal32 

(1) Susunan Organisa i Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga 
Berencana dan Pem erdayaan Masyarakat terdiri dari ~ 
a. Kepala Unit Pelak ana Teknis Dinas; 
b. Petugas 1\dministr si; 
c. Petugas Operasio al; 
d. Kelompok Jabata Fungsional. 

(2) Bagan Susunar, 0 1 ganisasi Unit Pelaksana T eknis Diras 
Keluarga Bernnca a dan Pemberdayaan Masyarakat 
sebagaimana tercant m dalam Lampiran II Peraturan Daerah inj 
dan merupakan bagi n yang tidak terpisahkan. 

Pasal33 

Kepals Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga 8erenc9,ria da~ 
Pemberdayaan Masya akat mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan tugas poke' dan fungsi sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 30 dan 31 Peratura Daerah ini. 

Pasal34 

(1) Petugas Administr si mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausahaan, enyusunan perencanaan program, 
pengelolaan perleng apan, keuangan dan kepegawaian. 

(2) Petugas Operasiona mempunyai tugas melaksanakan keg.iat?. '1 
teknis operasional Kependudukan, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Mas arakat dan Pemberdayaan Perempuan, 
pembinaan dan ev luasi kegiatan Keluarga Berencana dan 
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Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan ekonomi masyarakat, 
pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan 
pengawasan pembangunan daerah di wilayahnya. 

Pasal35 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
operasional , kependudukan, keluarga berencana, 
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, pembinaan dan 
evaluasi kegiatan di bidang keluarga berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat, pembinaan ekonomi mayarakat, 
pembinaan lingkungan hidup, pengolahan data potensi desa, 
pembinaan lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan 
pengawasan pembangunan daerah di wilayahnya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional , yang dalam 'melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana 
T eknis Din as Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 
Masyarakat. 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional pada Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana dan 
Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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BABVI 

TATA KERJA 

Pasa1 36 

Galam mc!aksanakan .L;gasnya Kepa!a Dinas. Kepaia Bag i3n, 
l.( ' !'") " • ./ I - . k ' l( l " . B . ,, .. ' , .epa1a oicang, r,epa18 ,::,s s,, r .epa ,a 0uc ag,an, K.epa!a urit 
Pc lsl~sc:.r::;: Tekr.:s D•~ s . '.<e1c:-,1µok ~abatar. Fungsional ·v-,ajio 
:718nera;::, :-can :-:rins ip koo _inasi, inte-grasi dan sir.krcnisas· baik da;arn 
!irigkungan rr:asing-mas ng maupun der.gan instansi fain dalam 
!ingkungan Pernerintah aerah sesuai cierigan tugas pokok masing-
m, - 1· ....... 
I c::, I ; ~ J-

Pasal 37 

(1) Setlap plmpinan sat· ·an organisasi di lingkungan Dinas Keluarga 
Berencana can Pe , berdayaan Masyarakat wajib mengawasf 
bawahan masing-m sing dan bi)a terjadi penyimpan_gan agar 
menqambil !angkah !angkah :;ang cHperlul<an sesua: pera,.uran 
perundang-u:1danga . yang berlaku. 

('2) Sa-::iap pimoinan sat· an organisasr di HngKungan Dinas Keiuarga 
Serencana dan Pe. ,berdayaan Masyarakat bertanggungjawab 
untuk memrnna, memimpin: dan me:1gk.oordina3ikan 
ba\,,vahannya masi g-masing s.erta rnemberikan pedoman, 
blmbingan dan oetu juk bagi peiaksar1aan tugas bawahan. 

~3) Setiap p:::1pinan . atlian crgar.isasi •,;aj)b ;ne:igikuti .:iar; 
mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan 
melaporkan hasit pe ksanaan tugasnya kepada atasan masing­
masing secara bert< la tepat pada waktunya. 

(4, Da!am rar.gka me!a~ sanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan 
organisasi ci ibantu nit kerja y~ng berada dibawahnya dan 
dalam rangka pe. berian bimbi:igan dan petunjuk-petunjuk 
terhadap bawahan . asing-rnasing pimpinan wajib mengadakan 
· rapat berkala. 
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BAB VII 

PENGANGKA TAN DALAM JABATAN 

Pasal38 

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidarig, Kepala Seksi, Kepala 
Sub Bagian dan Kepaia Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan 
diberhentikan o!eh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal39 

Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Dinas Keluarga Berencana 
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Dinas 
diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 
berdasarkan paraturan perundang-,mdangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal40 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati. 

Pasal41 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta ~usunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan p~raturan perundang-undangan yang ber!aku. 

Pasal42 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Kebumen dan Surat Keputusan Bupati 
Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 I Kesra I 1970 
tanggal 30 Desember 1970 tentang Pembentukan Sadan 
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Koordinasi Keluarga erencana Nasional Kabupaten Daerah 
Tingkat II Kebumen di yatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah ini ulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan aerah ini dengan penempatannya dalarn 
Lembaran Daerah Kabupa en Kebumen. 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

LEMBARAN DAERAH 
NOMOR 40. 
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pada tanggal 1 Juni 2004 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

BUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KABUPATEN KEBUMEN 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KEBUMEN NOMOR 29 TA HUN 2004 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KABUPATEN KEBUMEN 

-

-

I KE PALA DINAS I 

I BAGIAN TATA USAHA I 
I I 

KEL. JABATAN FUNGSIONAL I I 
SUB BAGIAN I 

UMUM 
SUB BAGIAN l 

PER EN CANAAN 

I I 
BIDANG BIDANG 

KELUARGA PEMBERDAYAAN 
BERENCANA MASYARAKAT 

I I 

SEKSI SEKSI 
JAMINAN DAN PEMBERDAYAAN 
PELAYANAN - EKONOMI ,-

KELUARGA MASYARAKAT 
BERENCANA 

SEKSI 
KESEHATAN 

SEKSI 

REPRODUKSI - SOSIAL BUDAYA ,-
MASYARAKAT 

I UPTD 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H SUROSO SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

I I 
BIDANG 

BIDANG 
KETAHANAN 

KEPENDUDUKAN MASYARAKAT 

I I 

SEKSI 
KEPENDUDUKAN DAN SEKSI 

PENGELOLAAN DATA - PENEGMBANGAN 

PENDUDUK DESA 

SEKSI 
SEKSI PENEGMBANGAN 

PEMBERDAYAAN - PERAN SERTA 
PEREMPUAN MASYARAKAT 

I 
BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 40. 
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UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT 
KABUPATEN KEBUMEN 

KEL. JABATAN FUNGSIO AL 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

Him unan Lembaran Daerah Tahun 2004 

LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KEBUMEN NOMOR 29 TAHUN 2004 
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KELUARGA BERENCANA 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
KABUPATEN KEBUMEN 

KEPALA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS 

PETUGAS 
OPERAS1ONAL 

PETUGAS 
ADMINISTRASI 

BUPATI KEBUMEN. 

ltd 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPA N KEBUMEN TAHUN 2004 NOMOR 40. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAER.AH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 29 TA.HUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS KB..UARGA BERENCANA DAN PEMBERDAY AAN 

MASYARAKATKABUPATENKEBUMEN 

I. UMUM 

Bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah NOOT« 8 Tahun 2003 tenfang Pedoman Organ.isasi 

Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri 

Nomor : 01!SKBIM.PAN/4J2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Petunjujt Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

T ahun 2003 tenlang Pedoman Organisasi Perangkat Dae rah dan 

Peraturan Perneintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil. maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja L.embaga Tefmis Daerah Kabupaten Kebumen dan Surat 

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 7 / 

Kesra / 1970 tanggaJ 30 Desember 1970 tentang Pembentukan 

Badan Koonfinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten 

Daerah Ting,kat H Kebumen perlu ditinjau dan diatur kembali. 
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Bahwa untu melaksanakan sebagaimana maksud 

tersebut diatas, maka erlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

untuk mengaturnya. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal2 

Cukup jelas 

Pasal3 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2 ) 

Cukup jelas 

Pasal4 

Cukup jelas 

Pasal5 

Cukup jelas 
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Pasal6 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 
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Pasal 11 

Ayat ( 1 ) 

Cukup je as 

Ayat ( 2) 

Cukup je as 

Pasal 12 

Ayat ( 1 ) 

Cukup je as 

Ayat ( 2) 

Cukup je as 

Pasal 13 

·cukup jelas 

Pasal 14 

Ayat ( 1 ) 

Cukup j las 

Ayat ( 2) 

Cukup j las 
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Pasal 15 

Ayat ( 1) 

Cukupjelas 

Ayat ( 2) 

Cukupjelas 

Pasal16 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukupjelas 

Pasal17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Ayat ( 1) 

Cukupjelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 
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Pasal 19 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Pasal20 

Yang dimaksu tradisi dan budaya masyarakat adalah 

bentuk - bent k kegiatan ( budaya ) masyarakat yang 

sekarang ma ih ada 

sangat positif, perlu 

dihapus ). 

dan dalam pelaksanaannya 

terus dikembangkan ( tidak 

Upaya penang ulangan kemiskinan disini dilaksanakan 

melalui progra sektoral, regional , Sadan, Dinas, 

Kantor dan org nisasi kemasyarakatan. 

Ayat ( 1 ) 

Berdasarkan ndang-undang Nomor 10 Tahun 1992 

tentang Pe kembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dimasud 

Kependuduka adalah hal ikhwal yang berkaitan 

dengan jumlah ciri utama, pertumbuhan, persebaran, 

mobilitas, lkualitas kondisi kesejahteraan yang 

menyangkut p litik, ekonomi, sosial budaya, agama 

serta lingkung n penduduk tersebut. 
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Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal21 

Cukup jelas 

Pasal22 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal23 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal24 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 
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Pasal25 

dimaksu · ada!ah iembaga 

fviasyarak2t ;da Rh vvar:iah penge;c!a 2.'Jrr.ber ·:::2ya 

berdasarkan :-umu an kebijakan yang jelas. 

Pasal26 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2 ) 

Cukup jel::is 

Pasal 27 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2 ) 

Cukup je!as 

Pasal28 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 
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Ayat ( 2) 

Ayat ( 4) 

Cukup jeias 

Pasal29 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal 30 

Cukup jelas 

Pasal31 

Cukup jelas 

Pasal32 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 
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Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal33 

Cukup jelas 

Pasal34 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Pasal35 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas 
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Pasal37 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 

Cukup jelas 

Ayat ( 3) 

Cukup jelas 

Ayat ( 4) 

Cukup jelas 

Pasal38 

Cukup jelas 

Pasal39 

Cukup jelas 

Pasal40 

Cukup jelas 

Pasal 41 

Cukup jelas 
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Pasai42 

Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 

Cukup jela 


